EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PNPM-MPD DALAM PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)DI BKAD KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS by SHELLA APRIA
1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kemiskinan merupakan masalah yang belum pernah diselesaikan secara
tuntas sepanjang sejarah Indonesia,kemiskinan telah membuat masyarakat
kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya tabungan, kurangnya akses
pelayanan publik, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga,
kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga terjadilah pengangguran dimana
masyarakat tidak mempunyai pekerjaan, Sehingga kemiskinan menyebabkan
jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Diantara himpitan kesulitan kehidupan yang lain, kemiskinan merupakan
problema utama yang harus dan setidaknya segera menjadi agenda utama yang
menjadi prioritas bagi pemerintah. Apalagi banyaknya anak-anak yang tidak bisa
mengenyam pendidikan yang berkualitas. Tidak dipungkiri bahwa sinergi diantara
pemerintah dan masyarakat harus berjalan dengan harmonis dan feed back (timbal
balik) yang sempurna dalam proses pengentasan permasalahannya.
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Indonesia dan yang Mengalami Kemiskinan,
Pengangguran Serta Putus Sekolah.
Jumlah
penduduk
Indonesia
Kemiskinan Pengangguran Putus Sekolah
258.316.051 jiwa 10,86% 5,5% 52%
(sumber: tribunners.com diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 18 juli 2016)
Dari data di atas terdapat jumlah penduduk Indonesia sebanyak
258.316.051 jiwa dengan data kemiskinan berjumlah 10,86%, sedangkan dengan
2data pengangguran sebanyak 5,5%, dan anak yang putus sekolah sebanyak 52%
dari jumlah penduduk Indonesia yang ada di Negara ini.
Masalah kemiskinan ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh
pemerintah pusat maupun daerah.Untuk itu dituntut peran pemerintah agar lebih
aktif dalam memberikan perhatiannya dalam upaya pengentasan kemiskinan yang
ada di Indonesia saat ini.Setelah kemiskinan dapat dipotret secara akurat, strategi
anti kemiskinan dapat dikembangkan.Strategi tersebut sebaiknya menyentuh
pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara
terpadu dan berkelanjutan.Oleh karena itu, seharusnya kebijakan daerah tidak lagi
bersifat selalu menerima dan seragam dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang
sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-budaya masyarakat didaerahnya.
Adapun kebijakan Bapak Presiden dalam pembangunan di Indonesia lebih
memfokuskan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka Negara kesatuan. Itu salah satu komitmen pemerintahan presiden lima
tahun kedepan.Kebijakan ini lebih melindungi kepentingan nasional Indonesia di
kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara
global, sekaligus untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan
belum cukup memadai pelayanan publik.pembangunan  dari pinggiran ini, desa
menjadi salah satu sentra pembangunan yang utama dan salah satunya desa-desa
yang ada di Kecamatan Bantan.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah pusat telah
menggulirkan program yang sifatnya memberdayakan masyarakat miskin dengan
bantuan pinjaman dana yang dikelola oleh masyarakat miskin dengan bantuan
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perekonomian masyarakat yang lemah dan dapat memberdayakan masyarakat
melalui program yang dirancang oleh pemerintah pusat yakni PNPM-MP, upaya
ini diawali dengan peluncuran PNPM-MPpada 1 September 2006. Program
tersebut kemudian di kukuhkan oleh presiden RI sebagai PNPM Mandiri di Kota
Palu 30 April 2007,No:25/Kep/MENKO/KESRA/VII/2007 yang terdiri dari
PNPM-MP, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan
desa tertinggal.
PNPM-MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang selama ini dinilai
berhasil.Beberapa keberhasilan program pemberdayaan kemiskinan adalah berupa
penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin,
efesiensi dan efektifitas kegiatan pembangunan desa, serta berhasil menumbuhkan
kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.Tujuan umum
dari PNPM-MP adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja
masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam
pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan desa.
Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 402/2128/PNPM-
MP/11/2014 tanggal 3 Nopember 2014 perihal Penegasan Tugas dan kewajiban
Fasilitator, dan tidak dimasukannya pembiayaan PNPM-MPdalam APBN 2015,
Dimana Pemerintahan pusat sudah tidak lagi menganggarkan Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk program PNPM-MP. Berakhirnya PNPM-MP kemudian
berlanjut dengan proses evolusi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
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mengadopsi model perencanaan partisipatif yang dikembangkan oleh PNPM-MP
yang saling berhubungan antar keduanya. evolusi PNPM-MP dimaksud
berubahnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dari
sebatas program menuju pada kejelasan status hukum dalam perundang-
undangan.Evolusi PNPM-MP kedalam UU tentang Desa yaitu status hukum yang
menjelaskan tentang status kepemilikan asset, keterwakilan dan batas kewenangan
serta satuan kerja pembangunan desa dan dikembangkan oleh kelembagaan Badan
Kerjasama Antar Desa Se Kecamatan.
Berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang merupakan hasil
evolusi PNPM-MP, harus dipandang sebagai peluang atau kesempatan bagi
pemerintah desa manjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa dan
sebagai salah satu pilar pembangunan desa. Dengan adanya Kelompok Simpan
Pinjam Perempuan yang ada di BKAD Kecamatan Bantan tetap dikenal dengan
PNPM-MP dan salah satu aset yang di naungi oleh BKAD dimana hasil atau
keuntungan dana perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ini di bagi
hasil dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Bantan sebanyak 23 Desa, dimana
Desa diberikan 30% dari keuntungan dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan
tersebut.Untuk mewujudkan desa mandiri yang diamanatkan dalam undang-
undang tentang desa, harus ditempuh dengan upaya yang terus menerus untuk
meningkatkan pendapatan asli desa sebagai hak otonomi desa dalam pengelolaan
sumber pembiayaan untuk pembangunan desa. Peningkatan pendapatan asli desa
salah satunya dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan Badan Kerjasama
Antar Desa (BKAD) sebagai badan yang melaksanakan hasil evolusi  PNPM-MP
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Bantan. Sesuai Peraturan Bersama Kepala Desa Se Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Antar Desa Di Wilayah
Kecamatan Bantan.
Pembentukan BKAD adalah sebagai wadah pemeliharaan/  melestarikan
dan mengembangkan aset masyarakat berupa modal dana bergulir PPK/ PNPM-
MP.  kecamatan bantan salah satu kecamatan yang mengelola PNPM-MP yang
dinaungi oleh BKAD Kecamatan Bantan. Program PNPM-MPyang ada di BKAD
Kecamatan Bantan yaitu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan
pinjam perempuan (SPP) Adalah kegiatan pemberian modal untuk kelompok
perempuan yang mempunyai kegiatan simpan.Secara umum kegiatan ini bertujuan
untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan.Kemudahan
akses pendanaan usaha skla mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar
dan memperkuat kelembagaan.Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang di
naungi oleh BKAD dan di kelola oleh UPK PNPM-MPd di Kecamatan
Bantansudah berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun yang dimulai sejak berakhirnya
pendapatan dana dari APBN dan APBD.
Dengan adanya peminjaman dana simpan pinjam perempuan (SPP)
diharapkan kedepannya merupakan cikal bakal pembentukan
masyarakat/perempuan yang aktif berperan dalam menanggulangi angka
kemiskinan di desa dan berkembang melalui perguliran dana oleh pemerintah
untuk meningkatkan taraf hidupnya khususnya masyarakat perempuan di
fokuskan dalam penelitian ini karena peluang masyarakat miskin lebih besar
dengan usaha-usaha yang butuh tambahan modal yang menghambat berkembang
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Jenis usaha yang dikembangkan pemanfaat dengan menggunakan dana SPP yaitu:
Tabel 1.2 jenis usaha yang dikembangkan melalui dana SPP di Kecamatan
Bantan
No Jenis Usaha Contoh Usaha
1.
2.
3.
4.
5.
Perdagangan
Pertanian
Peternakan
Jasa
Industri rumah tangga
Dagang baju, Kue, Kios, Warung, dll
Tanaman Pangan
Ternak Ikan lele, ayam, itik, kambing
Salon, Counter, dll
Membuat opak ubi, membuat tahu,tempe dan
membuat kripik ubi
Sumber: UPK PNPM-MPd di BKAD Kecamatan Bantan
Pada intinya dana pinjaman yang bergulir untuk kelompok perempuan itu
terbuka  sesuaiusulan kegiatan yang sifatnya membangun masyarakat kearah yang
lebih baik meningkatkan kesejahteraan dan melibatkan masyarakakat miskin.
Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan melibatkan masyarakat
melalui SPP memberikan bantuan sejumlah dana kepada kelompok perempuan
miskin untuk beusaha dan ikut aktif dalam melaksanakan penanggulangan
kemiskinan.
Melalui program simpan pinjam perempuan yang sedang berlangsung
terdapat kelompok simpan pinjam yang mengalami kolektibilitas dalam kategori
angsuran pokok menunggak dalam  pengembalian dana pinjaman. Data terakhir
Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd 2016 di BKAD
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
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jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang mengalami
kolektibilitasdi Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Per 30
September 2016.
NO NAMA
DESA
Jumlah
kelompok
Simpan Pinjam
Perempuan
Kelompok SPP
yang
mengalami
Kolektibilitas
Persentase (%)
kelompok simpan
pinjam (SPP)
1 Jangkang 7 1 0,14
2 Pasiran 1 0 0
3 Bantan Tua 3 3 1
4 Resam Lapis 13 2 0,15
5 Selat Baru 11 1 0,09
6 Berancah 9 1 0,11
7 Bantan Tengah 9 2 0,22
8 Ulu Pulau 4 2 0,5
9 Bantan Timur 3 0 0
10 Teluk Papal 2 0 0
11 Bantan Air 6 1 0,16
12 Bantan Sari 3 1 0,33
13 Teluk Pambang 3 0 0
14 Sukamaju 1 1 1
15 Kembung Luar 1 0 0
16 Kembung Baru 3 0 0
17 Teluk Lancar 1 0 0
Total 80 13 3,7
Sumber: UPK PNPM-MPd di BKAD Kecamatan Bantan
Dari data di atas dapat kita lihat dari 17 desa yang ada di kecamatan
bantan terdapat kelompok simpan pinjam sebanyak 80 kelompok yang masih
aktif,  terdapat  sejumlah kelompok SPP yang mengalami kolektibilitas yakni ada
13 kelompok yang mengalami penunggakan dalam pengembalian dana bergulir
tersebut. Dan persentase dari kelompok simpan pinjam menunjukkan angka 3,7 %
di UPK Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.Sedangkan (0) menujukkan
kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di desa tersebut tidak mengalami
kolektibilitas.
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Menunggakdi Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Per
September Tahun 2016.
NO Nama
Desa
Jumlah pinjaman Desa/ kelompok
simpan pinjam perempuan (RP)
Angsuran Pokok
Menunggak (Rp)
1 Jangkang 293,999,900 3,444,400
2 Pasiran 20,000,400 0
3 Bantan Tua 40,542,900 3,843,200
4 Resam Lapis 513,667,200 6,097,500
5 Selat Baru 395,556,400 4,084,000
6 Berancah 173,597,500 3,280,900
7 Bantan Tengah 443,277,500 93,561,000
8 Ulu Pulau 140,777,200 68,863,500
9 Bantan Timur 59,166,900 0
10 Teluk Papal 38,888,800 0
11 Bantan Air 11,666,300 12,444,000
12 Bantan Sari 34,533,700 2,589,300
13 Teluk Pambang 169,166,800 0
14 Sukamaju 14,499,800 15,345,700
15 Kembung Luar 10,583,700 0
16 Kembung Baru 113,000,000 0
17 Teluk Lancar 58,250,000 0
Total 2,531,175,100 213,553,500
Sumber: UPK PNPM-MPd di BKAD Kecamatan Bantan
Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa kelompok Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) yang ada di 17 Desa memilikijumlah dari keseluruhan dana
bergulir yang di pinjam oleh kelompok simpan pinjam sebanyak RP
2,531,175,100 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh
Lima Ribu SeratusRupiah) dan terdapat kelompok simpan pinjam yang
mengalami tunggakan sebanyak Rp. 213,553,500 (Dua Ratus Tiga Belas Juta
Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
Dengan terjadinya penunggakan yang sangat besar maka secara otomatis
persediaan dana kelompok simpan pinjam yang ada di UPK itu akan berkurang
dan bermasalah dikarenakan banyak penunggakan atau kemacetan dalam
pengembalian dana pinjaman yang terjadi setiap bulannya serta UPK sulit untuk
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itu mengalami kemacetan, akibatnya terdapat kerugian bagi masyarakat yang
ingin menggunakan dana bantuan dari UPK PNPM-MPd di BKAD tersebut.
Selain itu penyebab terjadinya penunggakan sesuai hasil pra survey dan
wawancara oleh ketua kelompok usaha bersama ibu mariami yaitu karena
peminjam kurang memanfaatkan dana yang telah di berikan tersebut dengan
semestinya, salah menggunakan pinjaman seperti pinjaman digunakan untuk
pembangunan rumah atau membayar pinjaman di bank, serta tidak adanya usaha
yang dibuat oleh peminjam atau usaha yang di buat tidak berjalan dengan lancar.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji hal
tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul “ Efektivitas Pelaksanaan
PNPM-MPd dalam Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) di BKAD Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis”.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana efektivitas
pelaksanaan PNPM-MPd dalam pengembalian dana pinjaman kelompok simpan
pinjam perempuan (SPP) di BKAD Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui efektivitas pengembalian dana pinjaman kelompok
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BKAD Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis.
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1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Manfaat Akademik
Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi atau
menjadi acuan khususnya tentang pelaksanaan program Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) sebagai suatu program pengentasan kemiskinan dan dapat
menjadi informasi bagi kepentingan studi pada penelitian-penelitian di bidang
sama di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
Kegunaan praktis dalam penelitian ini, sebagai informasi kepada
penentu kebijakan, khususnya pemerintah di daerah setempat untuk
menentukan kebijakan yang sesuai dalam program-program untuk
mengentaskan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.
3. Manfaat Bagi Penulis
Kegunaan bagi penulis, dapat menambah dan memperluas wawasan
dan pengetahuan penulis dalam penulisan Skripsi terkait masalah yang
diteliti.Dan  sebagai tugas akhir peneliti untuk mecapai syarat Sarjana.
1.5 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi penulisan
ini dalam bab dengan sistematika sebagai berikut:
11
BAB I  PENDAHULUAN
Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah,
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan
Sistematika Penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam hal ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya dengan
penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam hal ini membahas tentang metodelogi penelitian yang meliputi
Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Data Sumber Data, Populasi
dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.
BAB IV GAMBARAN UMUM
Dalam bab ini penulis membahas tentang Gambaran Umum Tempat
Penelitian, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Kelurahan,
Sejarah UPK dan Struktur BKAD Kecamatan.
BAB V HASIL PENELITIAN
Dalam bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian
yang penulis lakukan.
BAB VI KESIMPULAN
Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan
kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.
